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penyunting mengundang berbagai penulis dalam bidang ilmu sosial, ter-
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Meskipun secara teoretis maupun empiris dapat dikatakan bahwa
iklim organisasi (terdiri dari variabel perilaku pemimpin, motivasi kerja,
arus komunikasi, interaksi dan pengambilan keputusan) dapat digunakan
sebagai penentu tingkat kepuasan kerja karyawan, naman dapat diketahui
bahwa masih ada terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap
kepuasan kerja karyawan yang tidak disertakan sebagai variabel dalam
penelitian ini.

Kepuasan kerja karyawan dalam penelitian ini hanya dilihat dari
keeratan/kekuatan yang pengaruhnya yang ditentukan oleh variabel peng-
ambilan keputusan, motivasi kerja, perilaku pemimpin dan interaksi.
Dengan demikian penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengkaii
variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Oleh
karena itu, peneliti menyarankan agar kepuasan kerja karyawan hendak-
nya juga dilihat dari karakteristik individu yang meliputi usia, pendidikan,
jenis kelamin dan pengalaman atau keterampilan karyawan.

Saran

Dengan mengacu pada hasil penelitian ini, maka peningkatan sum-
ber daya manusia melalui iklim organisasi perlu terus dibina dan dikem-
bangkan, guna menjaga iklim yang kondusif dalam rangka menghadapi
tantangan yang ada pada era pérsaingan hotel yang semakin tajam saat
ini.

DAFTAR RUJUKAN

Ivancevich,G. & Donnely. 1996. Perilaku, Struktur, Proses Terjemahan Nunuk
Adiarni. Editor Lyndon Saputra. Jilid I. Jakarta: Penerbit Binarupa Aksara.

Keith, D. and Newstrom, J.W. 1996. Human Behavior at Work; Organization
Behavior, Seventh Edition. New Delhi: \McGraw-Hill Publising Ltd.

Luthans, F. 1995. Organizational Behavior, Fourth Edition. New York: Mc Graw-
Hill Inc.

Robbins, S.P. 1996. Perilaku Organisasi: Konsep Kontroversi Aplikasi, Jilid I,
Alih Bahasa Pujaatmaka dan Hadyana. Jakarta: Prenhallindo.

Studi Tentang Peningkatan
Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan
Otonomi Daerah Kabupaten Kutai

DB. Paranoan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan uniuk mengetahui gambaran po-
tensi serta permasalahan sumber daya manusia di dalam suatu sistem
otonomi daerah, di pemerintah daerah Tingkat II Kutai. Metode pene-
litian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengukuran data di-
batasi pada gejala nominal yang datanya ditabulasikan dalam bentuk
penyajian angka-angka dan persentase. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) potensi sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan baik
secara kuantitas maupun kualitas; (2) proses penyerahan urusan belum
disertai dengan penyerahan 3P (personalia, pembiayaan, peralatan)
secara penuh; (3) pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara
umum telah meningkat, namun belum optimal; (4) sistem penyusunan
formasi yang masih belum sempurna; dan (5) tingkat pendidikan formal,
usia dan masa kerja komposisi pegawai cukup baik.

Kata-kata kunci: sumberdaya manusia, otonomi daerah

Daerah-daerah di Indonesia mempunyai hak otonom yakni suatu sifat
pemerintahan yang mempunyai derajad kebebasan tertentu untuk meng-
atur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah sebagaimana ter-
tuang dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berke-
wajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan

DB. Paranoan adalah dosen FISIP Universitas Mulawarman Samarinda
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Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Per-
undang-undangan yang berlaku (C.S.T. Kansil, 1985:21).

Dengan terbentuknya daerah otonom berdasarkan Undang-undang
maka kepada daerah tersebut diserahkan urusan-urusan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada
daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelak-
sanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan.

Menurut Smith yang dikutip oleh Fernandes (1992:28) ada delapan
variabel sebagai tolok ukur daerah, yaitu: (1) fungsi/tugas pemerintah;
(2) kemampuan pemungutan pajak daerah; (3) bidang tugas administratif:
(4) jumlah pelimpahan wewenang; (5) besarnya anggaran belanja; (6)
wilayah; (7) ketergantungan keuangan; dan (8) personel. Kemudian
disederhanakan menjadi tiga segi, yaitu: (1) institusional, dalam hal ini
kesiapan kelembagaan; (2) keuangan, dilihat dari tingkat kemampuan
daerah untuk membiayai sendiri urusan rumah tangga dan tampak dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan (3) sumber daya manusia, yaitu
bagaimana kesiapan aparatur di daerah untuk melaksanakan otonomi
daerahnya. ;

Berdasarkan pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan aparatur
negara sebagaimana tercantum dalam GBHN 1993 maka arah pem-
bangunan sumber daya manusia di lingkungan aparatur pemerintah daerah
yang meliputi lembaga, tata negara dan aparatur pemerintah daerah
diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah

yang makin efisien, efektif, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian

kegiatan seluruh aparatur pemerintah daerah ditujukan pada peningkatan
kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan kualitas sis-
tem administrasi, penyempurnaan ketatalaksanaan serta peningkatan kua-
litas dan kesejahteraan aparatnya (Hartanto,1994:277).

Peningkatan sumber daya manusia yang dalam hal ini aparat peme-
rintah melalui pendekatan pendidikan dan latihan, merupakan sarana yang
paling mencakup dari semua segi, baik dari segi organisasi itu sendiri
maupun oleh aparat yang bersangkutan. Sebagaimana kenyataan bahwa
semakin tinggi kualitas aparat, problem yang timbul juga semakin kom-
pleks. Untuk itulah maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah
dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada aparatur pemerintah
daerah, pendidikan dan latihan yang dijalankan tersebut selain dimaksud
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untuk mengurangi problem sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga
dimaksud untuk memperoleh nilai tambah aparat yang bersangkutan,
terutama yang berhubungan dengan peningkatan dan perkembangan
pengetahuan, sikap dan keterampilan aparat yang bersangkutan.

Dengan sumberdaya manusia terampil dan berkualitas diharapkan
mampu mengolah dan mengelola sumber daya alam yang berlimpah
sehingga mampu menghasilkan devisa baik daerah maupun negara yang
dapat digunakan sebagai penggerak percepatan pembangunan. Daerah
tingkat II Kutai yang secara administratif mempunyai luas wilayah 95.046
km2 atau 46,32% dari luas propinsi’ Kalimantan Timur, dengan 38
Wacamatan dan 1 Kota Administratif, merupakan Daerah Tingkat I
terluas di antara 6 Daerah Tingkat II yang ada di Kalimantan Timur ter-
diri dari 421 desa dengan jumlah penduduk 650.355 jiwa dan tingkat
kepadatan 7 jiwa/km? (Anonim, 1995:102).

Pembangunan di Daerah Tingkat II Kutai cukup berhasil, ini ter-
bukti dengan ditetapkannya Daerah Tingkat II Kutai sebagai salah satu
daerah percontohan pelaksanaan otonomi daerah Tingkat II di seluruh
Indonesia, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995, tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26
Dati II percontohan, Dalam Peraturan Pemerintahan No. 8 Tahun 1995
ini diserahkan 19 urusan yang menjadi urusan 26 Dati II percontohan.
Dalam pelaksanaannya Pemerintah Tingkat II Kutai telah membentuk
21 Dinas sebagai unsur pelaksana. Namun dari 19 Urusan yang diserah-
kan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai tidak semua yang
dilaksanakan dan ada pula yang dilaksanakan dan mengalami pemekaran
hingga menjadi lebih dari satu dinas.

Permasalahan yang akan dicari pemecahannya dalam penelitian ini
adalah bagaimana potensi sumberdaya manusia dalam melaksanakan
otonomi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat Il Kutai?

METODE

Dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pengukuran gejala nominal
saja, yaitu gejala yang bervariasi menurut jenisnya, yang hanya digolong-
kan secara terpisah, deskrit dan kategorik. Gejala nominal merupakan
data kualitatif yang diperoleh melalui data sekunder dan sumber lainnya
pada wilayah penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui: kepusta-
kaan, yaitu mempelajari buku-buku atau referensi dokumen-dokumen
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yang ada hubungannya dengan penelitian ini; dan penelitian lapangan,
melalui: (1) observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan langsung ter-
hadap gejala-gejala yang menjadi objek penelitian yang diteliti; dan (2)
wawancara, dimana cara ini untuk mendapatkan data dari orang-orang
yang merupakan sumber keterangan yang mengetahui kondisi tertentu
yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL

Secara administratif daerah ini mempunyai luas wilayah 95.046 Km2
atau 46,32% dari luas Pulau Kalimantan, mempunyai 38 Kecamatan
dengan 32 Kelurahan dan 390 buah desa. Jumlah penduduk (199R)
tercatat 692.421 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 7,29 jiwa/
Km? sebagian besar dari penduduknya terkonsentrasi di kota-kota wi-
layah pantai.

Perekonomian daerah ini bersifat dualistik, di mana kawasan pantai
tumbuh berbagai industri migas yang padat modal dan cukup pesat
perkembangannya, sementara di daerah pedalaman dan perbatasan masih
mengandalkan usaha yang bersifat tradisional.
~ Sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah, maka pendapatan
asli daerah (PAD) perlu dikembangkan untuk mewujudkan otonomi
daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Pendapatan PAD
terhadap pendapatan Pemerintah daerah secara keseluruhan saat ini
telah mencapai sekitar Rp 67 M atau sekitar 54% dari total pendapatan
sebesar Rp 12 M (tahun 1994-1995). Dari jumlah sekitar 89% pendapatan
dari PBB.

Peranan PAD (termasuk PBB) terhadap pendapatan pemerintah
daerah secara keseluruhan saat ini telah mencapai sekitar Rp80 M atau
sekitar 48% dari total pendapatan. Dari jumlah itu 41% merupakan
pendapatan di sektor pendapatan PBB.

Wilayah Kutai sebagian besar merupakan daerah aliran sungai (DAS)
Mahakam di mana sumber airnya berasal dari pegunungan Kapuas yang
mengalir ke pantai Timur dan bermuara di Selat Makasar. Hampir 80%
wilayah ini adalah merupakan hutan tropika basah. Luas kawasan hutan
ini berupa hutan produksi tetap seluas 2.062.875 Ha. Hutan penelitian
dan wisata seluas 315.115 Ha. Sedangkan cagar alam Suaka Marga
Satwa (Taman Raya Bukit Soeharto) seluas 73.850 Ha, taman Nasional
Kutai 198.629 Ha dan taman Cagar Alam Muara Kaman-Sedulang
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16.500 Ha. Bahan tambang yang menonjol adalah Kilang LNG, Minyak
Bumi, Gas Amoniak, Emas dan Pasir Kuarsa serta bahan galian lainnya.
Dalam rangka pengembangan perkebunan di daerah ini telah disediakan
lahan seluas 1,2 juta Ha yang tersebar di kecamatan-kecamatan. Areal
ini berupa hutan produksi yang dapat dikonversi serta hutan bekas per-
ladangan.

Di bidang perikanan pengembangannya meliputi areal seluas 199.500
Ha yang terdiri dari anau, sungai rawa dan waduk. Konsumsi ikan rata-
rata masyarakat mengalami peningkatan, di mana sekarang berada di atas

standar nasional yaitu 18 Kg per kapita per tahun.

Sejak ditunjuknya Kabupaten Dati 1T Kutai sebagai salah satu Dati
Tk II percontohan telah dilakukan pengaturan kepegawaian disesuai-
kan dengan pengaturan kelembagaan dengan pedoman pada: (1) bagi
pegawai pusat yang semula bekerja pada Kantor Departemen yang telah
dihapus dapat diperbantukan ke Dati I dan ditugaskan pada dinas daerah
yang baru dibentuk atau pada dinas daerah yang sudah ada namun -

diperbesar strukturnya, dan (2) bagi pegawai daerah tingkat I yang se-

. mula bekerja pada cabang dinas daerah tingkat I yang telah dihapuskan

dapat diperbantukan kepada Dati Il dan ditugaskan pada Dati II yang
baru dibentuk atau yang telah diperbesar strukturnya.

Kondisi jumlah pegawai terlihat hampir pada semua dinas masih
belum terpenuhi jumlah kebutuhan pegawai mereka dengan tingkatan
yang bervariasi antara 8,40%-58,54%. Jadi rata-rata kekurangan pega-
wai secara keseluruhan adalah 21,62%. Terkecuali pada Dinas Bina
Marga kesehatan terdapat kelebihan dari tingkat pegawai sampai tingkat
kebutuhan, bahkan pada dinas-dinas tertentu seperti Dinas Cipta karya,
Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas
Sosial, dan Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan terjadi
penurunan jumlah pegawai. Hal ini dikarenakan terjadinya pemberhen-
tian secara hormat baik karena pensiun ataupun karena meninggal
dunia, dan juga karena dimutasikan ke dinas lain. Khusus pada Dinas
Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan proses peralihan status
pegawai di cabang Dinas Tingkat I belum dilakukan hingga saat ini.

Secara keseluruhan jumlah kebutuhan pegawai pada dinas-dinas di
lingkungan Pemerintah Tingkat II Kutai masih terdapat kekurangan se-
jumlah 410 orang atau sekitar 20% dari tingkat kebutuhan pegawai
sebanyak 2.054 orang. _
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Komposisi tingkat pendidikan pegawai mulai dari SD hingga S2/53.
SD 9,99%, SLTP 7,54%, SLTA 50,74%, D3 9,99%, S1 21,66% serta S2/
S$3 0,06%. Dalam perkembangan selanjutnya hingga tahun 1997 telah
terjadi perubahan khususnya komposisi tingkat pendidikan pegawai setelah
terjadinya penambahan jumlah pegawai.

Pada tahun 1997 telah terjadi perubahan komposisi pegawai ber-
dasarkan tingkat pendidikan menjadi SD 109. Pada tahun 1997 telah
terjadi perubahan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan
menjadi SD 109 orang (6,67%), SLTP 114 orang (6,98%), SLTA 932
orang (57,04%), D3 117 orang (7,16%), S1 358 orang (21,91%), dan S2/
S2 4 orang (0,245).

Pangkat dan golongan pegawai terlihat frekuensi terbesar pada
pegawai dengan kualifikasi golongan ruang II, kemudian Golongan ruang
III, Golongan ruang I dan yang terkecil Golongan ruang IV.

Gambaran keadaan pegawai pada Dinas-dinas Dati II Kutai
berdasarkan usia, di mana frekuensi pada kelompok umur 3645 tahun
sebesar 42,04%. Kemudian diikuti oleh kelompok umur 46-55 tahun
30,35%; 26-35 tahun 23,50%; 17-25 tahun 2,08% dan kelompok umur
lebih dari 55 tahun 2,02%.

Dari data yang diperoleh terlihat frekuensi terbesar pada kelompok
masa kerja 10,1-15 tahun sebesar 27,7%, diikuti oleh 5,1-10 tahun 26,2%;
15,1-20 tahun 19,2%, < 5 tahun 12,3%:; 20,1-25 tahun 10,6% dan ter-
akhir > 25 tahun 4,04%.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh terlihat adanya dua gejala yang
terjadi selama tiga tahun pelaksanaan uji coba otonomi pada daerah
Tingkat II Kutai, yaitu peningkatan dan penurunan jumlah pegawai pada
beberapa dinas Daerah Tingkat II Kutai.

Selama pelaksanaan uji coba otonomi telah terjadi peningkatan jumlah
pegawai pada dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II
Kutai, dari 1.555 orang pada tahun 1995 menjadi 1.634 orang pada tahun
1997. Hal ini menunjukkan gejaia yang positif karena pelayanan kepada
masyarakat tidak akan dapat optimal bila jumlah pegawai terbatas.
Namun bila dibandingkan dengan tingkat kebutuhan yaitu sekitar 2.054
orang peningkatan jumlah pegawai tersebut baru mencapai 79,55%. Ini
berarti bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Daerah Tingkat II Kutai
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yang dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat
masih belum optimal karena terbatasnya jumlah pegawai di lingkungan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai.

Jumlah Dinas-dinas yang mengalami penurunan jumlah pegawai ini
adalah sekitar 38% dari keseluruhan dinas di lingkungan Pemda Tingkat
II Kutai. Penurunan jumlah pegawai yang terjadi memiliki ting-
kat yang bervariasi antara 2,38-71,72% dari jumlah yang telah ada
sebelumnya pada masing-masing dinas. Hal ini disebabkan karena ada-
nya pemberhentian pegawai dengan hormat baik karena meninggal dunia

ataupun pensiun, juga karena mutasi pada dinas yang lain. Namun hal
ini tamnalnva tidak ditunian IDSMNH ngaha nemennhan kebntuhan akan

ini tampaknya ti jang den 12 pemenuhan kebu an

pegawai khusus untuk Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

‘Hutan dikarenakan belum dihapusnya Cabang Kandep Transmigrasi dan

pemukiman Perambah Hutan di wilayah Dati II Kutai sehingga alih status
kepegawaian pun belum bisa dilakukan.

Kondisi seperti ‘di atas bila tidak segera diatasi maka tujuan pem-
berian otonomi kepada daerah yaitu meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat akan susah untuk tercapai. Karena bagaimana pun dengan
jumlah pegawai yang terbatas tidak akan dapat memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat. Dengan jumlah pegawai yang memang
kurang sebelumnya saja beban kerja yang ada akan berat terselesaikan,
ditambah dengan terjadinya penurunan jumlah tersebut.

Keadaan seperti ini hendaknya segera mendapatkan perhatian dari
Pemerintah Daerah Tingkat II Kutai secara serius, sehingga cita-cita dari
pelaksanaan otonomi daerah dapat segera tercapai. Untuk itu diharap-
kan dalam penerimaan pegawai baru hendaknya mengacu pada kondisi
yang terjadi di lapangan.

Sejak dimulainya pelaksanaan Proyek Uji Coba Otonomi pada Dae-
rah Tk. II Kutai saat ini telah terjadi perubahan komposisi kepegawaian
berdasarkan tingkat pendidikannya. Pada tahun 1995 komposisi tingkat
pendidikan pegawai pada dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Tk. II Kutai adalah sebagai berikut: SD 9,97%; SLTP 7,33%; SLTA
50,48%; D3 9,76%, S1 22,2% dan S2/583 0,26%.

Dalam perkembangan berdasarkan tingkat pendidikan terlihat gejala
yang positif di mana terjadi penurunan jumlah pada tingkat pendidikan
yang rendah yaitu SD dan SLTP. Sementara itu juga terjadi penurunan
jumlah serta persentase pada tingkat pendidikan D3 dikarenakan pada
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v.awnia Negeri Sipil juga menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih
tinggi yaitu Strata 1 baik dengan biaya sendiri maupun tugas belajar, yang
pada gilirannya dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. Hal ini dapat
dibuktikan dengan meningkatnya komposisi pegawai dari segi jumlah pada
tingkat pendidikan S1. Gejala positif lainnya adalah meningkatnya jumlah
serta persentase pegawai pada tingkat pendidikan SLTA.

Frekuensi terbesar pada golongan II yaitu sekitar 55,05% dari 1.551
orang pegawai. Sebagian besar pegawai dengan golongan II adalah staf
dan sebagian merupakan Kepala Sub Seksi. Melihat dari struktur dan
‘tata kerja seluruh dinas yang ada di Tingkat II Kutai terdapat 294 satuan
Sub Seksi, maka wajar bila terdapat jumlah yang besar.

Komposisi terbesar kedua adalah golongan II. Para pegawai de-
ngan golongan ruang III ini rata-rata menempati posisi jabatan baik
sebagai Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian. Namun
adapula yang menempati jabatan Kepala Dinas untuk Jabatan urusan,
seksi dan sub bagian terdapat 171 jabatan. Melihat perbandingan antara
jabatan dengan golongan terlihat perbedaan besar, hal ini karena dalam
perhitungan jumlah jabatan penulis tidak mempertimbangkan jumlah ja-
batan pada Cabang Dinas. Jadi jelas terlihat terdapat cukup banyak
pegawai dengan kualifikasi golongan ruang III untuk menempati posisi
yang semestinya.

Sementara itu pegawai dengan golongan IV hanya sejumlah 18 orang
atau 1,1% dari seluruh pegawai dinas-dinas di lingkungan Pemda Tingkat
Il Kutai. Rata-rata memang pegawai dengan golongan IV menempati
jabatan kepala dinas. Dari 18 orang Kependudukan dan Catatan Sipil
dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Berarti ada 16 Kepala Dinas
dengan kualifikasi golongan IV.

Berdasarkan masa kerja terdapat komposisi terbesar pegawai de-
ngan masa kerja antara 5,1-15 tahun sebesar 53,88%. Pegawai dengan
masa kerja antara 5,1-15 tahun biasanya pada posisi staf dan pimpinan
manajemen tingkat bawah, sehingga wajar dan tepat memiliki komposisi
yang besar..

Pegawai dengan masa kerja 15,1-20 tahun dan masa kerja hingga
5 tahun memiliki komposisi sedang. Masa kerja ini biasanya merupa-
kan pimpinan manajemen tingkat menengah dan sebagian staf, schingga
sudah cukup tepat memiliki komposisi sedang.

~
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Komposisi berikutnya merupakan pegawai dengan masa kerja 20,1-
25 tahun yang rata-rata merupakan pegawai pada posisi manajemen
tingkat atas. Dengan komposisi sebesar 10,59% dari 1.551 pegawai atau
sebanyak 173 orang. Pegawai masa kerja ini tidaklah terlalu besar,
yang terakhir adalah pegawai dengan masa kerja lebih dari 25 tahun
sebesar 4,04% sebanyak 66 orang dari 1.634 pegawai dinas-dinas Daerah
Tingkat II Kutai.

Usia dan masa kerja seseorang pegawai menengah menunjukkan
kematangan seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
Semakin lamd masa kerja dibarengi dengan pertambahan usia maka
bertambah pula pengalaman yang dimiliki. Kemampuan dalam menye-
lesaikan pekerjaan ditentukan pula oleh pengalaman yang dimiliki sese-
orang dari masa kerja yang telah dijalani sebagai pegawai negeri.

Berdasarkan data di atas, usia pegawai Pemerintah Daerah Tingkat
II Kutai yang terbanyak adalah antara 36-45 tahun sebesar 42,04%
yang berarti pada tingkat kematangan yang cukup dengan masa kerja
yang terbanyak adalah di atas 10 tahun yaitu sebanyak 61,51% dan di

bawah 10 tahun sebesar 38,49%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) potensi sumber-
daya manusia dalam hal ini aparat Pemerintah yang ada pada dinas-
dinas Dati II'Kutai secara umum cukup memadai namun masih perlu
ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas dapat
dilihat dari persentase kekurangan yaitu sekitar 21,45% dari tingkat
kebutuhan sebanyak 2.054 pegawai; (2) proses penyerahan urusan belum
disertai dengan penyerahan 3P (personalia, pembiayaan, peralatan) secara
penuh. Ini terlihat dengan masih adanya Cabang Dinas/Kanwil Tk I di
Daerah Tingkat II Kutai, yang secara otomatis menguasai sumber-sumber
pendapatan dari sektor tersebut; (3) tingkat pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat oleh dinas-dinas Dati II Kutai sebagai unsur pelak-
sana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan secara umum
telah meningkat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pegawai
dinas-dinas tersebut. Namun demikian pelayanan yang diiberikan belum
optimal karena dari 21 dinas tersebut masih terdapat sekitar 90% yang
kekurangan pegawai dengan tingkat yang bervariasi antara 8,40%-58,18%
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dari tingkat kebutuhan masing-masing dinas. Secara keseluruhan masih
terdapat kekurangan 21,45% dari jumlah yang dibutuhkan oleh Peme-
rintah Daerah Tingkat II Kutai; (4) belum sempurnanya sistem penyu-
sunan formasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Tingkat II Kutai
yang dalam hal ini adalah Bagian Kepegawaian. Hal ini dibuktikan
dengan adanya dinas-dinas yang mengalami peningkatan yang melebihi
tingkat kebutuhan dan ada Dinas-dinas yang justru kekurangan dan
mengalami penurunan jumlah pegawai. Gejala ini terdapat pada sekitar
47% Dinas Daerah Tingkat II Kutai; dan (5) secara kualitas yang dilihat
dari segi sektor tingkat Pendidikan formal, tingkat usia dan masa kerja
komposisi pegawai pada dinas-dinas Daerai Tingkat I Kutai cukup baik
dalam menunjang dan memantapkan komposisi pegawai berdasarkan
tingkat pendidikan yang terbesar adalah SLTA = 57% dan S1/52 =
22.14% berdasarkan tingkat usia adalah pegawai dengan usia 2645 tahun
sebesar 42.04% dan berdasarkan masa kerja adalah pegawai dengan
masa kerja 10 tahun ke atas sebesar 61,51% dari 1.634 pegawai dinas-
dinas Dati 1T Kutai yang ada saat ini.

Saran ‘

Kepada para penentu kebijakan disarankan: (1) agar lebih produktif
kelebihan pegawai yaitu di dua Dinas Bina Marga dan Kesehatan hendak-
nya segera dialihkan pada dinas-dinas yang membutuhkan tenaga; dan
(2) hendaknya memperhatikan perpaduan antara usia dan masa kerja di
atas bertambah dengan tingkat pendidikan yang diharapkan pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan dengan efektif sehingga pelaksanaan otonomi
daerah yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat semaksimal
mungkin dapat tercapai.
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